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ABSTRAK 

 

Pada hakikatnya setiap manusia tidak akan terlepas dari yang namanya pajak. Secara tidak 

langsung wajib pajak dituntut secara regulasi untuk mempunyai kesadaran dan patuh terhadap pajak 

dengan fungsi untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun realisasinya kesadaran pajak rakyat 

Indonesia masih rendah dan perlu ditingkatkan melalui pendidikan yang lebih terstruktur, supaya 

mereka mengerti fungsi dan kegunaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa adanya 

pengaruh pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran. Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan 

kondisi bahwa orang tersebut taat dan tunduk terhadap perintah dan peraturan yang diberikan. Teori 

perilaku terencana adalah alat kontrol psikologi sosial yang digunakan dalam meramalkan perilaku 

seseorang yang baik untuk diseimbangkan oleh niatnya untuk melaksanakan perilaku. Kepatuhan 

pajak berarti suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya 

berdasarkan peraturan serta ketentuan formal yang berlaku. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak. 

Penelitian dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak 

pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran pada bulan Februari 2022 melalui Google Form. 

Sampel data kuesioner diolah dengan software SPSS 25 dan dilakukan analisis uji deskriptif, uji 

validitas, uji reliabilitas, uji normalitas residual, uji multikoliniearitas, uji heterokedastisitas, uji 

regresi linear berganda uji statistik F, uji t, uji koefisien determinasi. Teknik analisis hasil pengolahan 

data uji t menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki sig. 0,010 < 0,05, tingkat 

kesadaran memiliki sig. 0,003 < 0,05. Dapat diartikan bahwa variabel pengetahuan pajak dan tingkat 

kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi pajak memiliki sig. 0,282 

> 0,05 yang berarti variabel sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Kesimpulan yang dapat dianalisa dalam penelitian ini adalah terdapat cukup bukti bahwa 

pengetahuan pajak dan tingkat kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha 

di Mall Mega Glodok Kemayoran. Sedangkan sanksi pajak tidak memenuhi cukup bukti berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran. 

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Tingkat Kesadaran, Sanksi Pajak 
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ABSTRACT 

 

In essence, every human being will not be separated from the tax. Indirectly, taxpayers are 

required by regulation to have awareness and comply with taxes with a function to increase state 

revenues. However, the realization of tax awareness of the Indonesian people is still low and needs 

to be improved through a more structured education, so that they understand the function and use of 

taxes. This study aims to analyze the effect of tax knowledge, level of awareness, and tax sanctions 

on taxpayer compliance of business owners at Mega Glodok Mall Kemayoran. The theory of 

obedience is a theory that explains the condition that the person is obedient and submissive to the 

orders and regulations given. The theory of planned behavior is a social psychological control tool 

used in predicting a person's behavior which is good to be balanced by his intention to carry out the 

behavior. Tax compliance means a situation where the taxpayer complies and carries out his tax 

obligations based on the applicable formal regulations and provisions. Factors that are thought to 

have an effect on taxpayer compliance are tax knowledge, level of awareness, and tax sanctions. The 

research was conducted by distributing questionnaires to taxpayer respondents of business owners at 

Mega Glodok Mall Kemayoran in February 2022 via Google Form. The questionnaire data sample 

was processed using SPSS 25 software and analyzed by descriptive test, validity test, reliability test, 

residual normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regression test F 

statistical test, t test, coefficient of determination test. The analysis technique of the t-test data 

processing results shows that the tax knowledge variable has a sig. 0.010 < 0.05, the level of 

consciousness has sig. 0.003 < 0.05. It can be interpreted that the variables of tax knowledge and 

level of awareness affect taxpayer compliance. While the tax sanctions have sig. 0.282 > 0.05, which 

means that the tax sanctions variable does not significantly affect taxpayer compliance. The 

conclusion that can be analyzed in this study is that there is sufficient evidence that tax knowledge 

and level of awareness affect taxpayer compliance of business owners at Mega Glodok Mall 

Kemayoran. Meanwhile, the tax sanction does not meet sufficient evidence that it affects the taxpayer 

compliance of business owners at Mega Glodok Mall Kemayoran. 

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Awareness Level, Tax Sanctions 
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PENDAHULUAN 

 

Dalam beberapa definisi kepatuhan, seorang wajib pajak bahwa seseorang atau wajib pajak 

harus memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dan berupaya untuk taat dalam pelaksanaannya 

menghitung, membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak yang terhutang 

serta mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun dalam realisasi 

kesadaran pajak rakyat Indonesia masih rendah dan perlu ditingkatkan melalui pendidikan yang lebih 

terstruktur, supaya mereka mengerti fungsi dan kegunaan pajak dalam masyarakat dan bagi diri 

pribadi. Berdasarkan pada data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat mencatatkan 

bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2020 pada wilayah cakupan Jakarta Pusat mencapai Rp 51,9 

triliun. Dengan capaian tersebut dikalkulasikan telah memenuhi setoran pajak sebesar 87,2% dari 

target tahun 2020 sebesar Rp 59,5 triliun. Namun dari hasil realisasi penerimaan tahun 2020 pada 

wilayah Jakarta Pusat, dapat dikatakan tidak memuaskan dari target yang diharapkan. Sedangkan 

pada tahun 2019, penerimaan pajak di wilayah Jakarta Pusat mencatatkan sejumlah Rp 40,20 triliun 

dengan kalkulasi persentase meningkat sebesar 7% dari target tahun 2019 sejumlah Rp 37,53 triliun. 

Hal ini menunjukkan penerimaan pajak di wilayah cakupan Jakarta Pusat pada tahun 2020 memiliki 

realisasi penerimaan yang cukup signifikan meningkat dibandingkan tahun 2019, walaupun dari sisi 

kinerja penerimaan tahun 2020 belum memenuhi target yang tetapkan oleh pemerintah. 

Dengan berjalannya proses edukasi mengenai kewajiban warga negara khususnya pemilik 

usaha akan memberikan pemahaman akan fungsi pajak sehingga muncul kesadaran dari diri sendiri 

untuk berpartisipasi membayar pajak. Secara nominal penerimaan negara dari pemilik usaha tidak 

terlalu besar tetapi pemilik usaha memiliki pengaruh yang signifikan dan berperan dalam hal 

penerimaan pajak mengingat jumlah pemilik usaha yang banyak di Indonesia. Partisipasi wajib pajak 

pelaku pemilik usaha untuk sadar dan kemauan untuk membayar pajak menjadi tolak ukur variabel 

kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, sanksi pajak, dan lain-lain. 

Pengetahuan pajak merupakan suatu pengamatan akal dan proses informasi yang disadari 

oleh seorang wajib pajak atas pemahaman dari pelaksanaan tata cara perpajakan, ketentuan umum 

yang berlaku, sistem pajak, serta fungsi dan manfaat dari pajak itu sendiri. Setiap individu memiliki 

kapasitas daya tangkap dan pola pikir yang berbeda dan konsep serta prinsip dalam penerimaan 

informasi perpajakan. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat 

didefinisikan peranan wajib pajak dalam dalam melaksanakan kewajibannya baik itu dalam hal 

proses perhitungan, melakukan pembayaran pajak, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan 

(SPT) perpajakan sesuai dengan peraturan peundang-undangan perpajakan yang berlaku. Apabila 

tingkat pengetahuan akan perpajakan tinggi, maka semakin patuh pula wajib pajak untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian terdahulu Ermawati, Sonjaya, 

Sutisman, dan Sari (2022) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Krisdayanti, Gunarianto, dan Wahyudi (2022) 

pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Tingkat Kesadaran merupakan suatu tingkatan perasaan, persepsi, dan pemikiran pribadi 

wajib pajak yang menjadi suatu langkah tindakan untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban 

pajak yang harus dibayar. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak saling terhubung 

dengan masalah karakter dalam diri individu serta keteladanan dari aparatur negara. Dengan 

mengetahui, mentaati, dan memahami bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan memiliki dampak 

yang luas bagi kesejahteraan bangsa dan negara serta sepenuhnya sadar maka kepatuhan wajib pajak 

juga berangsur meningkat. Menurut Tarigan (2021) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Hapsari dan Ramayanti 
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(2021) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sanksi pajak merupakan suatu kontrol sosial dalam bentuk hukum yang bersifat mengikat untuk 

memaksa seorang wajib pajak untuk menepati dan mentaati tata cara ketentuan perpajakan yang 

berlaku.  

Sanksi pajak merupakan suatu kontrol sosial dalam bentuk hukum yang bersifat mengikat 

untuk memaksa seorang wajib pajak untuk menepati dan mentaati tata cara ketentuan perpajakan 

yang berlaku. kebijakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan menyiapkan struktur yang 

sah sehingga membentuk sebuah kerangka administrasi dan sistem perpajakan yang efektif. Hal ini 

diimbangi dengan kontrol dari sanksi pajak untuk meminimalisir wajib pajak yang bandel untuk 

melakukan tindakan kecurangan seperti penyelundupan ataupun mangkir untuk melakukan 

kewajiban dalam pelaporan pajak. Menurut penelitian Triogi, Diana, dan Mawardi (2021) bahwa 

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sedangkan menurut penelitian Maxuel dan Primastiwi (2021) bahwa sanksi perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan pembahasan fenomena dan studi kasus penelitian terdahulu, maka penulis 

hendak melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN 

PAJAK, TINGKAT KESADARAN, DAN SANKSI PAJAK YANG MEMPENGARUHI 

KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN PPH 21 PEMILIK USAHA 

DI MALL MEGA GLODOK KEMAYORAN”. 

Batasan Masalah  

Penulis hendak membatasi identifikasi masalah pada permasalahan dan fenomena yang 

menarik untuk diteliti. Berikut merupakan uraian batasan masalah penelitian yaitu : 

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall 

Mega Glodok Kemayoran? 

2. Apakah tingkat kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall 

Mega Glodok Kemayoran? 

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega 

Glodok Kemayoran? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha 

di Mall Mega Glodok Kemayoran. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di 

Mall Mega Glodok Kemayoran. 

3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall 

Mega Glodok Kemayoran. 
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KAJIAN PUSTAKA 

 

Teori Kepatuhan 

Teori kepatuhan merupakan suatu teori yang menjelaskan kondisi bahwa orang tersebut taat 

dan tunduk terhadap perintah dan peraturan yang diberikan. Negara Indonesia sendiri menganut 

sistem self assessment dimana pemerintah memberikan kepercayaan dan kebebasan untuk 

melaksanakan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Secara 

tidak langsung wajib pajak dituntut untuk mempunyai kesadaran dan patuh untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya.  

Kepatuhan menurut Ismon Zakya (2014:25), “keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, 

dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta 

tata cara perpajakan yang berlaku”. Kepatuhan berarti perilaku seseorang yang sepenuhnya taat dan 

tunduk pada ajaran dan peraturan yang berlaku. Jika seseorang wajib pajak patuh maka dapat 

dikatakan memiliki seorang wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan 

waktunya berdasar pada tatanan cara peraturan perundang-undangan, mengisi dengan benar jumlah 

pajak terutang, dan melaksanakan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan tanpa ada yang ditutupi 

atau kesalahan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja.  

Dalam beberapa definisi teori kepatuhan, maka penulis menyimpulkan bahwa seseorang atau 

wajib pajak harus memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya baik dalam hal menghitung, 

membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak yang terhutang sesuai 

kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak dapat dikatakan sepenuhnya patuh pajak. 

Teori Perilaku Terencana 

Teori perilaku terencana adalah pengembangan teori dari sikap seseorang yang diaplikasikan 

ke dalam beragam perilaku. teori ini merupakan salah satu alat kontrol psikologi sosial yang 

seringkali digunakan dalam meramalkan perilaku seseorang yang baik untuk diseimbangkan oleh 

niat seseorang tersebut untuk melaksanakan perilakunya. Perilaku seorang wajib pajak untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya timbul apabila ada keniatan dari wajib pajak tersebut untuk 

melaksanakan perilaku dari tindakannya tersebut. 

Menurut penelitian terdahulu Saputra (2019), munculnya niat berperilaku oleh wajib pajak 

sehingga dapat patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya terbagi kedalam tiga faktor 

penentu yaitu: 

1. Sikap Terhadap Perilaku  

Perilaku akan ketaatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh 

niat dari individu itu sendiri (behavioral intention). Untuk mencapai titik dimana wajib pajak itu 

patuh terhadap pajak dibentuk melalui sikap (attitude) dari wajib pajak itu sendiri. Penerimaan 

akan segala hal yang diketahui oleh wajib pajak, keyakinan, pengalaman akan pelaksanaan 

perilaku akan kewajiban perpajakan, dan pemahaman akan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku sehingga menciptakan suatu sikap terhadap kepatuhan pajak yang dapat 

bersifat positif atau negatif. 

2. Norma Subjektif 

Norma subjektif dapat diartikan sebagai suatu persepsi atas dorongan motivasi yang 

memberikan pedoman seorang wajib pajak untuk menyetujui, menyetujui, hingga pada tahap 

melaksanakan perilakunya akan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Niat wajib pajak agar dapat patuh pajak dapat berubah atau fleksibel karena 

dipengaruhi oleh orang sekitar seperti keluarga, kerabat, petugas pajak, konsultan, dan faktor 

lainnya. 
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3. Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan 

Kontrol perilaku yang dipersepsikan merupakan suatu persepsi dari seorang wajib pajak 

terhadap seberapa sangup individu tersebut untuk melaksanakan perilaku dalam hal memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Kontrol perilaku yang dipersepsikan terdapat dua aspek yang perlu 

diperhatikan yaitu pertama, seberapa besar seorang wajib pajak itu memiliki kontrol terhadap 

suatu perilaku (controllability) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kedua, seberapa 

yakin seorang wajib pajak itu untuk merasa sanggup dan memiliki kemauan melakukan suatu 

perilaku (self-efficacy) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Pajak  

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

buku Manajemen Perpajakan oleh Zain (2005:11), pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor 

swasta ke sektor pemerintah dimana bukan akibat dari pelanggaran hukum melainkan sesuatu yang 

wajib dilaksanakan, dengan berdasar pada ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu serta tanpa 

mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-

tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Dapat disimpulkan pajak adalah iuran wajib yang 

ditujukan kepada warga negaranya kepada negara dengan ketetapannya berdasarkan kepada undang-

undang dengan sifat pelaksanaan aturan yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan 

kontrapretasi atau imbalan secara individu oleh pemerintah, tetapi digunakan untuk pengeluaran-

pengeluaran negara yang dipergunakan untuk membiayai investasi publik dimana nilai manfaatnya 

dapat dirasakan secara tidak langsung oleh warga negara. 

Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dikenakan atas penghasilan dari 

wajib pajak dalam negeri atas setiap pekerjaan, jasa, atau kegiataan yang dilakukan oleh wajib pajak 

tersebut. PPh pasal 21 memiliki kontribusi yang besar pada saat ini bagi penerimaan negara, 

mengingat subjek pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiataan di Indonesia 

yang intensitasnya cukup banyak. buku Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang 

Pajak Penghasilan (2010:32), objek pajak penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan 

ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang 

bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

Fungsi Pajak 

Menurut Waluyo dalam Perpajakan Indonesia (2017:6), fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu : 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Fungsi penerimaan adalah sumber dana yang memiliki manfaat dalam hal membiayai 

pengeluaran negara. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Fungsi mengatur adalah pajak sebagai tolak ukur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah 

dalam bidang ekonomi dan sosial. 

Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Waluyo dalam Perpajakan Indonesia (2017:16), sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 

tiga, yaitu :  
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1. Sistem Official Assessment  

Sistem Official Assessment adalah sistem yang memberikan kendali atau wewenang perpajakan 

kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besaran pajak yang terutang. 

Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak ini diantaranya adalah : 

a. Wewenang dari fiskus untuk menentukan besaran pajak yang terutang; 

b. Wajib pajak tidak memiliki kendali penuh untuk menentukan besaran pajak terutang; 

c. Proses perhitungan ditetapkan dan surat ketetapan pajak dikeluarkan oleh fiskus dan utang 

pajak timbul. 

2. Sistem Self Assesment 

Sistem Self Assessment adalah sistem yang memberikan kendali baik itu wewenang, 

kepercayaan, dan tanggung jawab bagi wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban 

perpajakannya sendiri. 

3. Sistem Witholding 

Sistem Witholding adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang diberikan kepada pihak 

ketiga yang dipercaya dan bertanggung jawab dalam memotong maupun memungut besaran 

pajak terutang. 

Wajib Pajak 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan dengan melalui beberapa perubahan terakhir yang berdasar pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pasal (1) menjelaskan bahwa wajib pajak 

merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut 

pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiataan Usaha dan Pekerjaan Bebas 

Wajib pajak dapat dikatakan juga sebagai wajib pajak perorangan yang melakukan suatu 

kegiataan usaha atau pekerjaan bebas baik itu berbentuk bukan badan usaha maupun badan hukum. 

Menurut penelitian Azmi (2018) wajib pajak yang melakukan kegiataan usaha atau pekerjaan bebas 

yaitu seorang wajib pajak yang sudah memiliki kewajiban akan perpajakannya dimana mereka yang 

menghasilkan pendapatan atas kegiataan yang dilakukan dengan berdasarkan pada keahlian khusus 

dan tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Contohnya yaitu pedagang usaha, pengacara, dan 

beberapa pekerjaan dengan atas nama sendiri. 

Wirausaha 

Undang-Undang Tentang Kewirausahaan Nasional Pasal (1) menjelaskan bahwa wirausaha 

adalah seorang Warga Negara Indonesia yang memiliki kemampuan dalam mengenali dan mengelola 

diri serta berbagai peluang maupun sumber daya yang ada secara kreatif sehingga menciptakan nilai 

tambah bagi diri sendiri secara berangsur atau berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 

menyebutkan bahwa kriteria usahawan dinilai secara kuantitatif, yaitu omzet (bersih) per tahun 

antara Rp 1 Rupiah hingga Rp 1 miliar, dan nilai aset (diluar nilai gedung dan tanah) antara Rp 1 

hingga Rp 1 miliar. Orang-orang yang mempunyai sifat-sifat kewirausahaan, yaitu keberanian 

mengambil risiko, keutamaan, kreativitas, dan keteladanan dalam menangani usaha 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak dalam buku Rahayu (2017:192-194), suatu keadaan dimana wajib 

pajak patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan serta ketentuan 
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formal tertulis dalam undang-undang perpajakan yang berlaku seperti mendaftarkan diri dan 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan perhitungan dan membayar pajak yang 

terutang, serta melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan. Suatu keadaan dimana wajib pajak patuh 

dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara substantif seperti melakukan pengisian SPT 

dengan jujur dan sebenar-benarnya. Penulis mengambil kesimpulan kepatuhan wajib pajak adalah 

sifat patuh dan tunduk dari wajib pajak kepada peraturan pemerintah dalam hal perpajakan seperti 

hal menghitung, membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya yang 

terutang. 

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 mengenai kriteria dari seorang wajib pajak 

yang patuh sebagai berikut : 

1. Ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT; 

2. Tidak memiliki tunggakan pajak; 

3. Tidak pernah dipidana dan hukuman atas pajak; 

4. Melakukan pembukuan, pemeriksaan, dan koreksi. 

Pengetahuan Pajak 

Pengetahuan pajak adalah suatu informasi yang dikumpulkan, diketahui, dan disadari dari 

berbagai ilmu serapan dari berbagai pihak luar mengenai tatanan ketentuan umum pelaksanaan hak 

dan kewajiban perpajakan. Menurut Ermawati, Sonjaya, Sutisman, dan Sari (2022) pengetahuan 

yang semakin baik dari wajib pajak akan memiliki persepsi yang baik terhadap sistem pajak dan 

pemahaman akan informasi tentang hukum pajak dan peraturan serta tata kententuan perpajakan 

untuk meningkatkan persepsi kepatuhan. Semakin tinggi variabel pengetahuan pajak maka akan 

semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. 

Berikut merupakan indikator yang menjadi faktor kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut : 

1. Pengetahuan atas sistem pajak; 

2. Pengetahuan atas tata cara dan ketentuan umum pajak; 

3. Pengetahuan atas batas waktu dalam melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak 

terutang.  

Ha1 : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Tingkat Kesadaran 

Menurut penelitian Maria dan Nurlaela (2021) kesadaran wajib pajak merupakan suatu 

keadaan dimana wajib pajak memiliki pemahaman yang mendalam dari pemikiran, sikap, dan 

tingkah laku untuk memiliki kemauan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

Selanjutnya menurut penelitian pendukung lainnya dari Tarigan (2021) bahwa tingkat kesadaran 

wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak. 

Kepatuhan formal yaitu jika semakin tinggi suatu kedisiplinan dan kemauan wajib pajak untuk 

melaksanakan setiap hak dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

ada, maka wajib pajak akan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan patuh terhadap pelaksanaan 

hak dan kewajibannya sesuai peraturan.  

Berikut merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesadaran wajib pajak yaitu sebagai berikut : 

1. Mengetahui dan sadar akan ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan perpajakan; 

2. Mengetahui dan sadar akan fungsi pajak; 

3. Mengetahui dan sadar untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan 

ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan perpajakan; 
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4. Melakukan perhitungan, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang secara benar dan 

sukarela.  

Ha2 : Tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sanksi Pajak 

Sanksi pajak dan penegakan hukum yang adil dilakukan agar wajib pajak dapat termotivasi 

dan patuh akan peraturan dan ketentuan umum perundang-undangan perpajakan. Sanksi pajak juga 

menjadi salah satu faktor penting supaya wajib pajak dan fiskus tidak melakukan dan menghindari 

tindakan kecurangan terhadap pajak, baik dalam hal perhitungan, pelaporan, dan dalam membayar 

pajak yang terutang. Menurut Triogi, Diana, dan Mawardi (2021) sanksi pajak adalah suatu jaminan 

bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi dan menjadi alat 

pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan.  

Berikut merupakan indikator untuk mengukur sanksi pajak yaitu sebagai berikut : 

1. Sanksi pajak sarana untuk mendidik wajib pajak 

2. Perlakuan sanksi pajak dikenakan bagi pelanggarnya tanpa memandang bulu 

3. Sanksi pajak dapat dilakukan proses negosiasi; 

4. Sanksi pidana atas pelanggaran perpajakan memiliki pengenaan aturan yang cukup berat; 

5. Sanksi Administratif atas pelanggaran perpajakan memiliki pengenaan aturan yang cukup 

ringan. 

Ha3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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METODE PENELITIAN 

 

Obyek penelitian yang akan dilakukan pembahasan yaitu mengenai pengetahuan pajak, 

tingkat kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

penghasilan PPh 21 pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran. Penulis mendapatkan sumber 

data melalui pengisian kuesioner oleh responden wajib pajak pemilik usaha pada Mall Mega Glodok 

Kemayoran, dengan seratus responden ditujukan. 

Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Menurut Sekaran dan Bougie (2017:77), variabel dependen merupakan variabel yang 

menjadi perhatian utama peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah 

kepatuhan wajib pajak. 

2. Variabel Independen 

Menurut Sekaran dan Bougie (2017:79), variabel independen merupakan variabel yang 

memberikan pengaruh terhadap variabel terikat, baik itu secara positif maupun negatif. Pada 

penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, 

dan sanksi pajak. 

Teknik Pengambilan Sampel 

Penulis menggunakan metode pendekatan judgment sampling. Judgement sampling adalah 

metode pendekatan bahwa sampel diambil dengan melalui pertimbangan jika sampel sudah melalui 

keadaan yang sudah diketahui dengan benar oleh penulis dan ketersediaan sampel pada area yang 

sudah ditentukan. Responden yang dipilih dalam penelitian penulis yaitu wajib pajak pemilik usaha 

di Mall Mega Glodok Kemayoran dengan jumlah responden yaitu seratus responden. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis pada penelitian yang dilakukan 

adalah dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak pemilik 

usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran. Menurut Sekaran dan Bougie (2017:170), kuesioner 

merupakan daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya dimana responden akan 

mencatat jawaban mereka dengan penjelasan yang lebih kompleks sesuai dengan realitas yang 

terjadi. Kuesioner disebarkan kepada responden untuk melakukan pengukuran pengaruh 

pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Teknik Analisis Data 

1. Skala Likert 

Menurut Sappaile (2007:4), skala likert adalah jenis skala yang diperuntukan untuk 

melakukan pengukuran atas sikap seseorang terhadap objek atau variabel penelitian. Dalam skala 

likert, responden diminta untuk merespon dengan melakukan pengisian kuesioner dengan opsi 

pilihan sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju atas setiap indikator 

pertanyaan yang disajikan oleh peneliti. Lalu peneliti akan menghitung respon dari responden 

berupa perhitungan skor numerik. 

2. Uji Validitas  

Menurut penelitian terdahulu Cooper dan Schindler (2017:146-152), uji validitas adalah 

suatu proses pengukuran untuk menguji variabel yang diukur pada penelitian benar-benar 

variabel yang hendak diteliti oleh peneliti tersebut. Penulis menggunakan pendekatan metode uji 
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korelasi pearson dimana metode ini untuk melakukan pengukuran nilai derajat keeratan antara 

hubungan variabel independen dan variabel dependen dengan berdasarkan pada nilai signifikan 

koefisien korelasi skor setiap item dengan skor totalnya dalam melakukan pengukuran valid. 

Berikut merupakan penjabaran dari penjelasan uji validitas yaitu : 

a. Apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 maka item dapat dikatakan valid terhadap skor 

totalnya, sedangkan apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 maka item dapat dikatakan tidak 

valid terhadap skor totalnya. 

b. Apabila nilai r hitung < r tabel maka item dapat dikatakan tidak signifikan tidak valid 

terhadap skor totalnya, sedangkan apabila nilai r hitung ≥ r tabel maka item dapat dikatakan 

signifikan valid terhadap skor totalnya. 

3. Uji Reabilitas 

Menurut Sugiharto dan Situnjak (2006), uji reliabilitas adalah instrumen pada penelitian 

yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya dimana memiliki fungsi 

sebagai alat untuk mengumpulkan data dan mampu untuk mengungkapkan informasi yang 

sebenarnya terjadi dilapangan. Penulis menggunakan pendekatan uji Alpha Cronbach untuk 

mengukur skala likert penelitian. Untuk mengukur mengukur tingkatan reliabilitas penelitian, 

maka penulis membandingkan dengan jika nilai r hitung 0,70 – 0,90 maka realibilitas tinggi. 

4. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah suatu metode uji untuk melakukan pengujian atas asumsi dalam 

model regresi linear berganda sehingga dapat menghasilkan data yang tepat untuk dapat 

dianalisis tanpa adanya data yang bias. Uji asumsi klasik diperuntukan untuk mengetahui adanya 

uji normalitas residual, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas Residual 

Uji normalitas residual adalah instrumen uji yang melakukan pengujian apakah nilai 

residual pada persamaan regresi penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Penulis 

menggunakan pendekatan metode One Sample Kolmogorov Smirnov untuk menguji nilai 

residual pada penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Apabila nilai residual 

signifikan > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa memiliki distribusi normal, sedangkan 

apabila nilai residual signifikan < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa memiliki distribusi tidak 

normal. 

b. Uji multikoliniearitas  

Uji multikoliniearitas adalah instrumen uji untuk melakukan pengujian pada variabel 

bebas pada model regresi tersebut apakah ada korelasi yang sempurna atau signifikan tinggi. 

Penulis melakukan uji multikoliniearitas dengan melihat pada tolak ukur nilai dari Variance 

Inflation Factor (VIF) dan tolerance. Apabila nilai VIF > 10 dan tolerance < 0,1 maka dapat 

dikatakan terdapat multikolinearitas. Sedangkan apabila nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,1 

maka dapat dikatakan tidak terdapat multikolinearitas. 

c. Uji heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas adalah instrumen uji untuk melakukan pengujian pada model 

regresi penelitian terjadi kesamaan atau ketidaksamaan varian residual satu pengamatan 

kepada satu pengamatan lainnya. Penelitan dikatakan berhasil dan baik apabila tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Apabila sumbu-sumbu titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) 

pada sumbu Y dengan pengukuran nilai Sig > (α = 0,05) maka dapat dikatakan bahwa tidak 

terdapat heteroeskedastisitas. 
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5. Uji Hipotesis 

a. Uji Statistif F 

Uji statistik f adalah instrumen uji untuk melakukan pengujian apakah variabel-

variabel independen penelitian yang dimasukkan pada model menunjukkan pengaruh yang 

signifikan secara bersama-sama atau simulant terhadap variabel dependen. Penulis 

melakukan perbandingan antara tingkat signifikan hubungan yang diperoleh terhadap derajat 

kesalahan 5% atau (α = 0,05). Apabila nilai tingkat signifikan < 0,05, maka dapat dikatakan 

terdapat pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan. 

b.  Uji t 

Uji t adalah instrumen uji untuk melakukan pengujian seberapa jauh pengaruh 

variabel-variabel independen secara individual dapat menerangkan variabel dependen secara 

signifikan. Pengukuran nilai signifikan 2-tailed model regresi linear berganda yang memiliki 

pengertian bahwa variabel-variabel independen penelitian akan memiliki probabilitas 

pengaruh positif atau tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen penelitian secara 

individual. Penulis melakukan perbandingan antara tingkat signifikan uji t yang sudah dibagi 

dua (2-tailed) akan dibandingkan dengan derajat kesalahan 5% atau (α = 0,05). Apabila nilai 

sig. 2-tailed < 0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan dalam 

hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individual.  

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi adalah instrumen uji yang dilakukan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2005). Nilai koefisien determinasi identik dengan nilai tolak ukur antara nol dan satu. 

Apabila nilai R2 semakin kecil, artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen amat terbatas. 

6. Uji Analisis Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda adalah instrumen uji yang dilakukan untuk melakukan 

pengukuran pengaruh antara satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. 

Dalam penelitian, penulis melakukan penerapan analisis regresi linear berganda dengan studi 

penelitian pada tiga variabel independen (pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan sanksi 

pajak) terhadap satu variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Berikut merupakan uraian 

persamaan model regresi linear yaitu : 

Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 
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HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan penulis untuk mengetahui gambaran dari variabel-variabel 

penelitian yang pengujian datanya dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, mean (rata-rata), dan 

standar deviasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan instrumen atau software uji 

penelitian Statistical Product and Service Solutions atau SPSS. 

Tabel 4.1. 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pengetahuan Pajak (X1) 70 15,00 35,00 26,37 4,899 

Tingkat Kesadaran (X2) 70 20,00 30,00 24,04 3,861 

Sanksi Pajak (X3) 70 9,00 25,00 17,82 4,208 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 70 19,00 50,00 39,02 4,749 

Valid N (listwise) 70     

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022 

Hasil Penelitian  

1. Uji Validitas 

Tabel 4.7. 

Hasil Uji Validitas 

Indikator r hitung (Pearson 

Correlation) 

Signifikan 

(2-tailed) 

r tabel Keterangan 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(Y) 

Y1 0,662 0,000 0,361 Valid 

Y2 0,757 0,000 0,361 Valid 

Y3 0,725 0,000 0,361 Valid 

Y4 0,747 0,000 0,361 Valid 

Y5 0,706 0,000 0,361 Valid 

Y6 0,698 0,000 0,361 Valid 

Y7 0,685 0,000 0,361 Valid 

Y8 0,756 0,000 0,361 Valid 

Y9 0,384 0,036 0,361 Valid 

Y10 0,764 0,000 0,361 Valid 

Pengetahuan 

Pajak (X1) 

X1.1 0,727 0,000 0,361 Valid 

X1.2 0,820 0,000 0,361 Valid 

X1.3 0,793 0,000 0,361 Valid 

X1.4 0,525 0,003 0,361 Valid 

X1.5 0,688 0,000 0,361 Valid 

X1.6 0,411 0,015 0,361 Valid 

X1.7 0,708 0,000 0,361 Valid 

Tingkat 

Kesadaran 

(X2) 

X2.1 0,788 0,000 0,361 Valid 

X2.2 0,867 0,000 0,361 Valid 

X2.3 0,541 0,002 0,361 Valid 

X2.4 0,772 0,000 0,361 Valid 
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X2.5 0,787 0,000 0,361 Valid 

X2.6 0,790 0,000 0,361 Valid 

Sanksi Pajak 

(X3) 

X3.1 0,777 0,000 0,361 Valid 

X3.2 0,663 0,000 0,361 Valid 

X3.3 0,686 0,000 0,361 Valid 

X3.4 0,676 0,000 0,361 Valid 

X3.5 0,569 0,001 0,361 Valid 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022 

Berdasarkan pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan kuesioner 

penelitian untuk variabel kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan 

sanksi pajak valid. Hal ini dapat dibuktikan valid dengan melakukan perbandingan r hitung > r 

tabel, sehingga data kuesioner variabel penelitian layak untuk melalui proses uji penelitian lebih 

lanjut. 

2. Uji Reabilitas 

Tabel 4.8. 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Alpha Cronbach Standar Uji 

Alpha Cronbach 

Keterangan 

Kepatuhan 

Wajib Pajak (Y) 

0,879 0,70 Realibilitas Tinggi 

Pengetahuan 

Pajak (X1) 

0,790 0,70 Realibilitas Tinggi 

Tingkat 

Kesadaran (X2) 

0,850 0,70 Realibilitas Tinggi 

Sanksi Pajak 

(X3) 

0,672 0,70 Realibilitas Moderat 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022 

Berdasarkan pada tabel 4.8 diatas menunjukkan variabel kepatuhan wajib pajak, 

pengetahuan pajak, dan tingkat kesadaran memiliki nilai Alpha Cronbach > standar uji Alpha 

Cronbach sebesar 0,70, maka dapat dikatakan bahwa variabel penelitian reabilitas tinggi dan 

layak. Sedangkan variabel sanksi pajak memiliki nilai Alpha Cronbach sebesar 0,672 dapat 

dikategorikan mencukupi realibilitas dan konsisten. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Residual 

Tabel 4.9. 

Hasil Uji Normalitas Residual 

Normalitas Residual Parameter Unstandardized Residual 

N  70 

Normal Parameters Mean 0,000000 

 Std. Deviation 3,44705569 

Most Extreme Differences Absolute 0,085 

 Positive 0,064 
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 Negative -0,085 

Test Statistic  0,085 

Asymp. Sig. (2-tailed)  0,200 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022 

Berdasarkan hasil uji normalitas residual penelitian pada tabel 4.9 menunjukkan 

bahwa asymptotic significance lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200. Maka data dalam 

penelitian penulis dapat dikatakan normal sehingga terpenuhi atas data penelitian yang 

normal secara residual. 

b. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.10. 

Hasil Uji Multikoliniearitas 

Variabel Multikoliniearitas Parameter Keterangan 

VIF Tolerance 

Pengetahuan Pajak 

(X1) 

4,217 0,237 Tidak terdapat 

multikoliniearitas 

Tingkat Kesadaran 

(X2) 

4,269 0,234 Tidak terdapat 

multikoliniearitas 

Sanksi Pajak (X3) 2,481 0,403 Tidak terdapat 

multikoliniearitas 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022 

Berdasarkan hasil uji multikoliniearitas pada tabel 4.10 yang ditunjukkan bahwa 

variabel pengetahuan pajak, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak memiliki klasifikasi nilai 

VIF < 10 dan tolerance > 0,1. Hal ini memberikan gambaran bahwa tidak terdapat 

multikolinearitas atau korelasi yang sempurna diantara variabel independen penelitian. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Tabel 4.11. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Nilai Sig. 

(2-tailed) 

Standar Uji Nilai 

Sig (2-tailed) 

Keterangan 

Pengetahuan 

Pajak (X1) 

0,457 0,05 Tidak terdapat 

heteroskedastisitas 

Tingkat 

Kesadaran (X2) 

0,743 0,05 Tidak terdapat 

heteroskedastisitas 

Sanksi Pajak 

(X3) 

0,454 0,05 Tidak terdapat 

heteroskedastisitas 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022 

Berdasarkan hasil uji data heteroskedastisitas pada tabel 4.11 menunjukkan variabel 

pengetahuan pajak dengan nilai signifikan sebesar 0,457, variabel tingkat kesadaran dengan 

nilai signifikan sebesar 0,743, dan variabel sanksi pajak dengan nilai signifikan sebesar 

0,454. Penulis mengambil kesimpulan bahwa variabel-variabel independen penelitian 

berikut telah memiliki nilai signifikan lebih besar dari standar uji nilai signifikan sebesar 
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0,05 sehingga variabel-variabel independen penelitian ini dinyatakan tidak terdapat 

heteroskedastisitas. 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji Statistik F 

Tabel 4.13. 

Hasil Uji Statistik F 

Model Sig Instrumen 

Uji 

Keterangan 

Regression 0,000 0,05 Lulus Uji 

Statistik F 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022 

Berdasarkan hasil data tabel 4.13, maka uraian interpretasi atas hasil uji statistik F 

penelitian yaitu variabel pengetahuan pajak (X1), tingkat kesadaran (X2), dan sanksi pajak 

(X3) secara bersama-sama atau simultan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. 

Dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis penelitian diterima dan pengetahuan pajak (X1), 

tingkat kesadaran (X2), dan sanksi pajak (X3) secara simultan terdapat pengaruh yang 

signifikan kepatuhan wajib pajak (Y). 

b. Uji t 

Tabel 4.14. 

Hasil Uji t 

Variabel Koefisien Instrumen 

Uji 

Sig.  Sig.  

(2-tailed) 

Keterangan 

(Constant) 6,717     

Pengetahuan Pajak 

(X1) 

0,470 0,05 0,010 0,005 Ho1 ditolak 

Tingkat Kesadaran 

(X2) 

0,701 0,05 0,003 0,0015 Ho2 ditolak 

Sanksi Pajak (X3) 0,172 0,05 0,282 0,141 Ho3 diterima 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022 

Berdasarkan hasil data tabel 4.14, maka langkah selanjutnya melakukan 

perbandingan antara nilai sig 2-tailed pada variabel-variabel independen penelitian terhadap 

instrumen uji t sebesar 0,05 atau derajat kesalahan 5%. Berikut ini merupakan uraian 

interpretasi atas hasil uji t penelitian yaitu: 

(1) Pengaruh Variabel Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pada tabel 4.14 hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikan 2-tailed 

pengaruh pengetahuan pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 0,005 < 

0,05, maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima sehingga terdapat pengaruh pengetahuan pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. 

(2) Pengaruh Variabel Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pada tabel 4.14 hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikan 2- tailed 

pengaruh tingkat kesadaran (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 0,0015 < 

0,05, maka Ho2 ditolak dan Ha2 diterima sehingga terdapat pengaruh tingkat kesadaran 

terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. 
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(3) Pengaruh Variabel Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pada tabel 4.14 hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh 

sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 0,141 > 0,05, maka Ho3 

diterima dan Ha3 ditolak sehingga tidak terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak secara signifikan. 

 

c. Koefisien Determinasi 

Tabel 4.15. 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0,843 0,711 0,698 3,524 

Sumber: Data primer diolah, penulis (2022) 

Berdasarkan hasil data uji koefisien determinasi pada tabel 4.15 menunjukkan 

pengaruh koefisien R Square sebesar 0,711 atau 71,1% sehingga dapat ditarik kesimpulan 

besarnya pengaruh masing-masing variabel independen yaitu pengetahuan pajak (X1), 

tingkat kesadaran (X2), dan sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 

0,711 atau 71%. 

Pembahasan 

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pada data tabel 4.14 hasil uji t bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran. 

Hal tersebut didukung oleh pengukuran parameter penelitian uji t yang menunjukkan nilai 

signifikan 2-tailed sebesar 0,005 < 0,05. Dengan demikian hipotesis menunjukkan Ho1 ditolak 

dan Ha1 diterima dapat diartikan variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Variabel pengetahuan pajak itu sendiri didukung melalui aspek penerimaan (accept), 

mempercayai (belief), dan melakukan (act) yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-

norma dari masing-masing perspektif pemahaman individu dan tanggapan individu atas 

perubahan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini memberikan pandangan bahwa 

pengenalan, pemahaman, dan penerimaan informasi perpajakan yang baik dari wajib pajak akan 

memberikan pengaruh bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Dari hasil uji penelitian yang dilakukan, maka pengetahuan pajak memiliki pengaruh 

yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Setelah dilakukan analisis bahwa hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian pendahuluan menurut Tarigan (2021) pengetahuan perpajakan 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2. Pengaruh Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Data tabel 4.14 hasil uji t bahwa variabel tingkat kesadaran memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran. Hal 

tersebut didukung oleh pengukuran parameter penelitian uji t yang menunjukkan nilai signifikan 

2-tailed sebesar 0,0015 < 0,05. Dengan demikian hipotesis menunjukkan Ho2 ditolak dan Ha2 

diterima dapat diartikan variabel tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak.  

Ketaatan oleh seorang wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang 

dipengaruhi oleh niat dari individu itu sendiri (behavioral intention). Penerimaan akan segala hal 
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yang diketahui oleh wajib pajak, keyakinan, pengalaman akan pelaksanaan perilaku akan 

kewajiban perpajakan, dan pemahaman akan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku sehingga menciptakan suatu sikap terhadap kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak 

akan menjadi suatu pilihan apabila dalam diri individu atau wajib pajak sudah merespon untuk 

melakukan dan mematuhi secara kritis terhadap tata ketentuan peraturan perpajakan serta 

melaksanakan prosedur kewajiban perpajakannya dengan benar. 

Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran memiliki pengaruh yang positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian pendahuluan menurut 

Triogi, Diana, dan Mawardi (2021) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. 

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Tabel 4.14 hasil uji t bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha di Mall Mega Glodok Kemayoran. Hal tersebut 

didukung oleh pengukuran parameter penelitian uji t yang menunjukkan nilai signifikan 2-tailed 

sebesar 0,141 > 0,05. Dengan demikian hipotesis menunjukkan Ho3 diterima dan Ha3 ditolak 

dapat diartikan variabel sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

Wajib pajak akan patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila dari diri 

wajib pajak itu memiliki pemahaman atau perspektif mengenai seberapa tegas sanksi pajak itu 

berpengaruh dan mempengaruhi perilaku dari wajib pajak tersebut. sanksi pajak menjadi suatu 

alat kontrol terhadap perilaku (controllability) dan seberapa yakin seorang wajib pajak itu untuk 

merasa sanggup dan memiliki kemauan melakukan suatu perilaku (self-efficacy) untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga patuh terhadap pajak. pandangan serta 

perspektif tersendiri untuk lebih mengenal fungsi pajak bagi diri sendiri dan keberagaman wajib 

pajak untuk sanggup melaksanakan kewajiban menjadi faktor ketegasan sanksi perpajakan tidak 

memberikan efek yang lebih agar wajib pajak benar-benar patuh pajak. 

Hasil uji penelitian yang dilakukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

pendahuluan menurut Maxuel dan Primastiwi (2021) ketegasan sanksi pajak tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

1. Terdapat cukup bukti bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak pemilik usaha. 

2. Terdapat cukup bukti bahwa tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak pemilik usaha. 

3. Tidak terdapat cukup bukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak pemilik usaha. 

Saran 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan variasi dan keberagaman variabel 

penelitian lain untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, dikarenakan penelitian ini masih 

kurang mempengaruhi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dan hasil uji koefiesien 

determinasi hanya menunjukkan tingkat pengaruh sebesar 71% dan masih memiliki sisa 29% 

yang dipengaruhi oleh faktor maupun variabel penelitian lain yang tidak diteliti. 
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Lampiran 

Hasil Uji Output SPSS 25 

 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PENGETAHUAN 

PAJAK 

70 15,00 35,00 26,3714 4,89949 

TINGKAT 

KESADARAN 

70 16,00 30,00 24,0429 3,86150 

SANKSI PAJAK 70 9,00 25,00 17,8286 4,20824 

KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK 

70 19,00 50,00 39,0286 6,41550 

Valid N (listwise) 70     

 

2. Uji Validitas Variabel Pengetahuan Pajak (X1) 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1 

X1.1 Pearson Correlation 1 ,669** ,486** ,177 ,261 ,295 ,561** ,727** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,006 ,348 ,164 ,113 ,001 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.2 Pearson Correlation ,669** 1 ,680** ,117 ,468** ,262 ,622** ,820** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,536 ,009 ,162 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.3 Pearson Correlation ,486** ,680** 1 ,425* ,497** ,212 ,518** ,793** 

Sig. (2-tailed) ,006 ,000  ,019 ,005 ,261 ,003 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.4 Pearson Correlation ,177 ,117 ,425* 1 ,538** ,064 ,156 ,525** 

Sig. (2-tailed) ,348 ,536 ,019  ,002 ,738 ,412 ,003 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.5 Pearson Correlation ,261 ,468** ,497** ,538** 1 ,052 ,290 ,688** 

Sig. (2-tailed) ,164 ,009 ,005 ,002  ,785 ,120 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.6 Pearson Correlation ,295 ,262 ,212 ,064 ,052 1 ,236 ,441* 

Sig. (2-tailed) ,113 ,162 ,261 ,738 ,785  ,209 ,015 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.7 Pearson Correlation ,561** ,622** ,518** ,156 ,290 ,236 1 ,708** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,003 ,412 ,120 ,209  ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 
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X1 Pearson Correlation ,727** ,820** ,793** ,525** ,688** ,441* ,708** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,015 ,000  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

3. Uji Validitas Variabel Tingkat Kesadaran (X2) 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2 

X2.1 Pearson Correlation 1 ,788** ,356 ,376* ,530** ,621** ,788** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,053 ,041 ,003 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X2.2 Pearson Correlation ,788** 1 ,331 ,536** ,645** ,665** ,867** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,074 ,002 ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X2.3 Pearson Correlation ,356 ,331 1 ,710** ,133 ,166 ,541** 

Sig. (2-tailed) ,053 ,074  ,000 ,484 ,381 ,002 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X2.4 Pearson Correlation ,376* ,536** ,710** 1 ,490** ,435* ,772** 

Sig. (2-tailed) ,041 ,002 ,000  ,006 ,016 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X2.5 Pearson Correlation ,530** ,645** ,133 ,490** 1 ,611** ,787** 

Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,484 ,006  ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X2.6 Pearson Correlation ,621** ,665** ,166 ,435* ,611** 1 ,790** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,381 ,016 ,000  ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X2 Pearson Correlation ,788** ,867** ,541** ,772** ,787** ,790** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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4. Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X3) 

Correlations 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3 

X3.1 Pearson Correlation 1 ,430* ,413* ,619** ,287 ,777** 

Sig. (2-tailed)  ,018 ,023 ,000 ,124 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

X3.2 Pearson Correlation ,430* 1 ,368* ,552** -,006 ,663** 

Sig. (2-tailed) ,018  ,045 ,002 ,976 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

X3.3 Pearson Correlation ,413* ,368* 1 ,050 ,228 ,686** 

Sig. (2-tailed) ,023 ,045  ,794 ,226 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

X3.4 Pearson Correlation ,619** ,552** ,050 1 ,324 ,676** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,794  ,081 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

X3.5 Pearson Correlation ,287 -,006 ,228 ,324 1 ,569** 

Sig. (2-tailed) ,124 ,976 ,226 ,081  ,001 

N 30 30 30 30 30 30 

X3 Pearson Correlation ,777** ,663** ,686** ,676** ,569** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001  

N 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

5. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

Correlations 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y 

Y1 Pearson 

Correlation 

1 ,629*

* 

,309 ,342 ,428* ,504*

* 

,530*

* 

,281 ,110 ,490*

* 

,662** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,096 ,064 ,018 ,004 ,003 ,132 ,564 ,006 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y2 Pearson 

Correlation 

,629** 1 ,349 ,470*

* 

,427* ,691*

* 

,672*

* 

,476*

* 

,104 ,507*

* 

,757** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,059 ,009 ,019 ,000 ,000 ,008 ,586 ,004 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y3 Pearson 

Correlation 

,309 ,349 1 ,793*

* 

,390* ,262 ,285 ,591*

* 

,279 ,564*

* 

,725** 

Sig. (2-tailed) ,096 ,059  ,000 ,033 ,161 ,127 ,001 ,136 ,001 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Y4 Pearson 

Correlation 

,342 ,470*

* 

,793*

* 

1 ,502*

* 

,368* ,263 ,583*

* 

,228 ,432* ,747** 

Sig. (2-tailed) ,064 ,009 ,000  ,005 ,046 ,160 ,001 ,225 ,017 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y5 Pearson 

Correlation 

,428* ,427* ,390* ,502*

* 

1 ,565*

* 

,430* ,420* ,347 ,372* ,706** 

Sig. (2-tailed) ,018 ,019 ,033 ,005  ,001 ,018 ,021 ,061 ,043 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y6 Pearson 

Correlation 

,504** ,691*

* 

,262 ,368* ,565*

* 

1 ,528*

* 

,332 ,189 ,474*

* 

,698** 

Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,161 ,046 ,001  ,003 ,073 ,318 ,008 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y7 Pearson 

Correlation 

,530** ,672*

* 

,285 ,263 ,430* ,528*

* 

1 ,520*

* 

,167 ,460* ,685** 

Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,127 ,160 ,018 ,003  ,003 ,379 ,010 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y8 Pearson 

Correlation 

,281 ,476*

* 

,591*

* 

,583*

* 

,420* ,332 ,520*

* 

1 ,215 ,661*

* 

,756** 

Sig. (2-tailed) ,132 ,008 ,001 ,001 ,021 ,073 ,003  ,254 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y9 Pearson 

Correlation 

,110 ,104 ,279 ,228 ,347 ,189 ,167 ,215 1 ,271 ,384* 

Sig. (2-tailed) ,564 ,586 ,136 ,225 ,061 ,318 ,379 ,254  ,147 ,036 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y10 Pearson 

Correlation 

,490** ,507*

* 

,564*

* 

,432* ,372* ,474*

* 

,460* ,661*

* 

,271 1 ,764** 

Sig. (2-tailed) ,006 ,004 ,001 ,017 ,043 ,008 ,010 ,000 ,147  ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y Pearson 

Correlation 

,662** ,757*

* 

,725*

* 

,747*

* 

,706*

* 

,698*

* 

,685*

* 

,756*

* 

,384* ,764*

* 

1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,036 ,000  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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6. Uji Reabilitas Parameter 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

7. Uji Reabilitas Variabel Pengetahuan Pajak (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,790 7 

 

8. Uji Reabilitas Variabel Tingkat Kesadaran (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,850 6 

 

9. Uji Reabilitas Variabel Sanksi Pajak (X3) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,672 5 

10. Uji Reabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,879 10 
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11. Uji Normalitas Residual 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 70 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 3,44705569 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,085 

Positive ,064 

Negative -,085 

Test Statistic ,085 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

12. Uji Multikoliniearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) 6,717 2,690  2,497 ,015   

PENGETAHUAN 

PAJAK 

,470 ,178 ,359 2,641 ,010 ,237 4,217 

TINGKAT 

KESADARAN 

,701 ,227 ,422 3,088 ,003 ,234 4,269 

SANKSI PAJAK ,172 ,159 ,113 1,086 ,282 ,403 2,481 

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
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13. Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,624 1,660  2,786 ,007 

PENGETAHUAN 

PAJAK 

-,082 ,110 -,186 -,749 ,457 

TINGKAT 

KESADARAN 

-,046 ,140 -,082 -,329 ,743 

SANKSI PAJAK ,074 ,098 ,144 ,753 ,454 

a. Dependent Variable: RES2 

14. Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,843a ,711 ,698 3,52453 2,022 

a. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, 

TINGKAT KESADARAN 

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

 

15. Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6,717 2,690  2,497 ,015 

PENGETAHUAN 

PAJAK 

,470 ,178 ,359 2,641 ,010 

TINGKAT 

KESADARAN 

,701 ,227 ,422 3,088 ,003 

SANKSI PAJAK ,172 ,159 ,113 1,086 ,282 

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
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16. Uji Statistik F 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2020,072 3 673,357 54,206 ,000b 

Residual 819,871 66 12,422   

Total 2839,943 69    

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

b. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, TINGKAT 

KESADARAN 

 

17. Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6,717 2,690  2,497 ,015 

PENGETAHUAN 

PAJAK 

,470 ,178 ,359 2,641 ,010 

TINGKAT 

KESADARAN 

,701 ,227 ,422 3,088 ,003 

SANKSI PAJAK ,172 ,159 ,113 1,086 ,282 

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

 

18. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,843a ,711 ,698 3,52453 

a. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN 

PAJAK, TINGKAT KESADARAN 

 

 

 

 

 


